
 

96 

DAFTAR PUSTAKA  

 

A. Buku  

 

Adami Chazawi, 2002, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemida-

naan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta. 

 

Ahmad Wardi Muslich, 2004, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, 

Jakarta: Sinar Grafika. 

 

A.  Bosch, 2013, Citizens Enforcing the Law: The Legal and Social Space 

for Citizen´S Arrest, Groningen: Maklu. 

 

A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., 1985, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan 

Dari Segi Psikologis dan Hukum, Liberti, Yogyakarta. 

 

Barda Nawawi Arif, 2006, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan 

Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Bandung : Citra 

Aditya Bakti. 

 

__________________, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan 

Hukum) di Indonesia, Badan Penerbit UNDIP. 

 

_________________, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,  Ja-

karta : Kencana. 

 

Fathul Achmadi Abby, 2016, Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan 

Kriminal, Jakarta : Jala Permata Aksara. 

 

Fuad Usfa dan Tongat, 2004, Pengantar Hukum Pidana, Penerbitan Univer-

sitas Muhammadiyah,  Malang. 

 

Ishaq, 2012, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika. 

 

Makhrus Munajat, 2004, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: 

Logung Pustaka. 

 

Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana,Jakarta : Sinar Grafika. 

 

Mulyana W. Kusumah, 1982, Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Keja-

hatan Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. 



 

97 

 

Munif Fuady, 2003, Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan 

Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. 

 

RE. Baringbing, 2001, Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi 

Hukum, Jakarta : Pusat Kajian Informasi. 

 

Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurime-

tri, Ghalia, Jakarta. 

 

Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta : Laksbang 

Pressindo. 

 

Satjipto Rahardjo, 1983, Penegakan Hukum di Indonesia, Semarang : 

Fakultas Hukum UNDIP. 

 

Soedjono D, 1976, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, 

Bandung. 

 

Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cip-

ta, 1983. 

 

________________, 1986, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan 

Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang :Yayasan Sudarto FH Undip. 

 

______, 2006, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni. 

 

Topo Santoso, 2003, Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan 

Syari’at dalam Wacana dan Agenda, Jakarta: Gema Insani. 

 

Wasito Hadi Utomo, 2002, Hukum Kepolisian di Indonesia, Yogyakarta, 

LPIP. 

 

WJS. Purwodarminto, 1986, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai 

Pustaka. 

 

Zainal Abidin, 2005, Penghakiman Massa Kajian Atas Kasus dan Pelaku, 

Accompali Publishing, Jakarta 

 

 



 

98 

B. Peraturan Perundang-Undangan  

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  

 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik In-

donesia. 

 

 

C. Jurnal  

 

Kiki Kristanto, Perbuatan Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) dalam Per-

spektif Hukum Pidana, 2015, Jurnal Morality, Vol.2, Nomor 2. 

 

Lidya Suryani Widayati, 2015, Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Info 

Singkat Hukum (Kajian singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis), 

Vol. VII, Nomor /05/1/P3DI/Maret 2015, Pusat Pengkajian, Pengolahan 

Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta. 

 

Sanford H Kadish dikutip dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, Aspek Hukum 

Pidana Terhadap Tindakan Anarkis Dan Main Hakim Sendiri Dalam 

Masyarakat, Makalah Seminar Kecenderungan Tindakan Anarkis dan 

Main Hakim Sendiri dalam Masyarakat, Tegal, 22 Agustus 2000. 

 

Subhan, Ruben Achmad dan Amir Syarifuddin, 2014, “Kajian Yuridis tentang 

Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Begal Mo-

tor Menurut Hukum Pidana Indonesia”,  Legalitas, Vol.VI, Nomor 2. 

 

 

D. Website  

 

Achmad Nosi Utama, “Tindakan Main Hakim Sendiri ditinjau berdasarkan 

Hukum yang berlaku di Indonesia”, 

(https://achmadnosiutama.blogspot.co.id, diakses 25 Agustus 2018). 

 

Bentuk Tindakan Main Hakim Sendiri, (https://www.suduthukum.com, di-

akses 25 Agustus 2018). 

 

Main Hakim Sendiri, nasib Tragis MA Korban Penghakiman Massa di Bekasi, 

(http://megapolitan.kompas.com, diakses 24 April 2018). 

 

https://achmadnosiutama.blogspot.co.id/
https://www.suduthukum.com/
http://megapolitan.kompas.com/


 

99 

Muh. Triosca Taufiq. Z, Tinjauan Sosiologi Hukum Atas Tindakan Main Ha-

kim Sendiri Oleh Massa Terhadap Pelaku Kejahatan Di Kota Makas-

sar, (http://www.repository.unhas.ac.id, diakses 25 Agustus 2018) 

 

Sadjijono, “Eksistensi, Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Organisasi 

Negara Republik Indonesia dikaitkan dengan Prinsip Kepemerintahan 

yang Baik (Good Governance)”, (http://www.library@lib.unair.ac.id, 

diakses 15 Agustus 2018). 

 

Suteki dan Maulana Shika Arjuna, Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenricht-

ing) dalam Perspektif Sosiologi Hukum, 

(https://maulanaarjuna.wordpress.com, diakses 25 Agustus 2018). 

 

Unsur-Unsur Delik (Tindak Pidana), 

(http://amankpermahimakassar.blogspot.com, diakses 23Agustus 2018). 

 

Pos Polisi, “Tugas dan Wewenang Polri”, ( http://pospolisi.wordpress.com, 

diakses 1 Juli 2018) 

 

Sofyan Lubis, Main Hakim Sendiri sebuah Trend, 

http://www.kantorhukumlhs.com. (diakses 24 April 2018). 

 

http://www.repository.unhas.ac.id/
http://www.library@lib.unair.ac.id
https://maulanaarjuna.wordpress.com/
http://amankpermahimakassar.blogspot.com/
http://pospolisi.wordpress.com/

